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KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM 







Kebijakan pemberian bantuan dana duka bagi masyarakat yang ditimpa kedukaan di 
Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kebijakan yang dibuat yang bertujuan 
untuk meringankan beban dari keluarga nyang ditinggalkan. Dengan menggunakan metode 
kualitatif (Juliansyah Noor, 2012), penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan kebijakan 
pemberian bantuan dana duka oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya di 
kecamatan Tombatu. Temuan penelitian menggambarkan kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah dirasa sangat membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara 
khususnya pada saat mereka mengalami kedukaan. 
Kata Kunci: Kebijakan; Bantuan Dana Duka 
  
ABSTRACT 
The policy of providing mourning funds for people who are afflicted by grief in Southeast 
Minahasa Regency is one of the policies made that aims to ease the burden on the family of the 
bereaved. Using a qualitative method (Juliansyah Noor, 2012), this study examines how the 
government of Southeast Minahasa Regency has implemented the policy of giving mourning 
assistance funds, especially in the Tombatu sub-district. The research findings illustrate that the 
policies made by the government are considered to be very helpful for the people in Southeast 
Minahasa Regency, especially when they are experiencing grief. 
 




 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pemerintah 
adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat Kebijakan dan menerapkan 
hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah kecamatan sebagai perangkat 
daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan 
sebagai penyelenggara pemerintahan umum, secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah 
Daerah di Wilayah Kecamatan. 
 Kecamatan merupakan salah satu organisasi yang mengemban tugas umum pemerintahan 
sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Menyangkut tugas umum pemerintahan yang diemban tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Minahasa Tenggara dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta 
terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial, maka dipandang perlu mengatur kebijakan 
pemberian bantuan dana duka bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengalami 
dukacita. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Minahasa 
Tenggara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi 
masyarakat Minahasa Tenggara dan UU nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan tercantum 
bahwa setiap kejadian kematian harus dilaporkan.  
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 Berbagai aspek penting yang melatarbelakangi perlunya bantuan dana duka di Kabupaten 
Minahasa Tenggara yaitu kebijakan pemberian bantuan dana duka berupa uang yang diberikan 
kepada ahli waris atau keluarga yang mengalami dukacita.   
 Pemerintahan di kecamatan memiliki peranan signifikan dalam setiap kebijakan proses 
sosial di dalam masyarakat. Pemerintahan kecamatan yang dibantu oleh perangkat desa 
diharapkan harus mampu melaksanakan dengan baik tata cara pemberian bantuan sosial dana 
duka untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima santunan dana duka dari 
Pemerintah Daerah. 
 Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri 
dalam membantu proses pelaksanaan dan penyaluran bantuan santunan dukacita. Perangkat 
desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan kecamatan yang terdiri dari sekretaris desa 
dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa dan 
camat. Perangkat desa yang dimaksud untuk membantu urusan dikecamatan dalam proses 
persiapan dan penyaluran bantuan santunan dana duka yaitu kepala desa yang ada di setiap 
pemerintahan desa. Perangkat desa di kecamatan dituntut dapat mengelola dengan baik 
pemberian dan pertanggung jawaban bantuan sosial dana duka kepada masyarakat dan segala 
sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance). 
 Berbagai aspek penting yang melatarbelakangi perlunya bantuan santunan dana duka di 
Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu kebijakan pemberian bantuan dana duka berupa uang yang 
diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang mengalami dukacita.   
 Peran Pemerintah sangat penting dalam pemberian dana duka bertujuan untuk 
meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian serta perwujudan  
belasungkawa dan dukacita dari Pemerintah Kabupaten  Minahasa Tenggara atas kematian 
warga yang meninggal dunia kepada ahli waris yang mengalami dukacita. 
 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengambil sebuah kebijakan yang cukup 
unik dalam membantu masyarakat miskinnya yakni kebijakan pemberian bantuan dana duka. 
Maksud dan tujuan pemberian dana duka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara agar 
pemberian bantuan sosial dana duka memiliki mekanisme yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.  
 Keluhan dari masyarakat terkait kinerja pemerintah khususnya di kecamatan Tombatu 
yaitu, masih lamban (tidak cekatan), tidak efektif serta sering mempersulit masyarakat. Menurut 
masyarakat dalam mengurus berkas-berkas yang harus disediakan untuk mendapatkan bantuan 
berupa uang, ada banyak berkas yang harus disediakan dan itu harus di urus terlebih dahulu 
dan proses pengurusan berkas 5-7 hari baru selanjutnya diserahkan kepada kepala desa dan 
kecamatan untuk diproses. 
Menurut Mardiasmo (2009:132) Efektif adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan 
atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila kegiatan 
mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 
 Adapun fenomena di lapangan yang di temui di Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa 
Tenggara, Permasalahan atau kendala yang sering dihadapi pada Pemerintah  di Kecamatan 
terkait prinsip tidak efektif yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan 
dana duka bagi keluarga yang mengalami dukacita.  
 Masyarakat banyak yang mengeluh karena proses pencairannya juga cukup lama 
dikarenakan harus mengurus berkas-berkas terlebih dahulu dan kemudian di proses oleh 
pemerintah. Pengeluhan dari masyarakat terkait dengan proses pencairan yang sangat lama 
sampai lewat mengenang 40 hari meninggal juga belum ada pencairan yang masuk ke rekening 
penerima ahli waris, dan jika ada anggota keluarga yang bekerja di bagian pemerintahan maka 
akan cepat terproses proses verifikasi berkas dan tahap pencairannya. Tetapi akan memakan 
waktu yang lama jika diurus sendiri dan tidak ada yang membantu dalam pengurusan berkas-
berkas. Proses pengurusan berkas jika di bantu oleh orang yang mengurus maka orang tersebut 
akan mendapatkan uang dari keluarga yang berdukacita di karenakan orang tersebut sudah 
membantu banyak dalam proses pengurusan berkas hingga proses pencairannya. Bantuan Dana 
Duka dari Pemerintah sebesar Rp.7.000.000., diberikan Rp.500.000., kepada orang yang 
membantu menguruskan berkas-berkas dalam pengurusan penerimaan pemberian bantuan 
dana duka sebagai bentuk rasa terima kasih keluarga kepada yang sudah membantu mengurus 




1. Konsep Kebijakan Pemerintahan 
a. Pengertian dan Istilah Kebijakan 
Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris”Policy”yang dibedakan 
dari kata kebijaksanaan (Wisdom) maupun kebajikan (virtues). Menurut Irfan Islamy (1999), 
kebijaksanaan berasal dari kata”Wisdom” adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-
pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup 
aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis (2007) mengatakan 
Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang 
mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah 
seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan 
dan cara untuk pencapaian tujuan. 
Keban (2008), melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan 
sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti 
pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukan adanya 
serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. 
Charles O. Jones, memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan 
pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubah sedikit demi sedikit. Definisi ini dapat 
diklasifikasikan sebagai decision making, yaitu ketika pemerintah membuat suatu keputusan 
untuk suatu tindakan tertentu. 
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana 
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat 
diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok serta individu. Kebijakan merupakan 
suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup 
yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Kebijakan hanya 
menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan 
dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk 
identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya 
berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, 
finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan.  
Kebijakan Pemerintahan pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk 
publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta 
untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung 
yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Kebijakan merupakan suatu rangkaian 
konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan 
ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini 
sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki 
kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negarapun tidak dapat berjalan secara teratur. 
Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu 
organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk 
apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu dipikirkan matang-matang dalam memiliki suatu 
keputusan. Jadi pengertian kebijakan Pemerintahan merupakan suatu seperangkat keputusan 
yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk 
mencapainya. 
Menurut Irfan Islamy (2009), kebijakan adalah tindakan yang memerlukan 
pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan kebijakan mencakup aturan-aturan dalam 
pelaksanaannya.  
M. Solly Lubis (2007) mengatakan kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil 
oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. 
Definisi-definisi kebijakan diatas, selain mempunyai perbedaan tertentu karena masing-
masing ahli itu memberikan sudut pandang masing-masing, terdapat suatu persamaan bahwa 
kebijakan itu pada dasarnya serangkaian tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu. 
Dengan kata lain definisi kebijakan oleh para ahli diatas diperoleh suatu pengertian umum lebih 
lengkap mengenai kebijakan yaitu suatu program kegiatan, nilai, taktik, dan strategi yang dipilih 
oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap 




b. Pengertian Istilah Pemerintahan. 
Perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata”Pemerintah”. Sedangkan 
kata pemerintah berasal dan kata”Perintah”. Perintah mempunyai pengertian menyuruh 
melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) 
atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu 
pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal , urusan dan sebagainya) 
memerintah. 
Pengertian diatas menunjukan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun 
mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukan kepada subjek atau 
orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasan untuk memerintah atau berdaulat. 
Sebab bila tidak mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah 
menunjukan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan 
yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara 
bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai 
perkataan”Goverment”yang sering diartikan sebagai ”Pemerintah” ataupun sebagai 
”Pemerintahan”. 
Samuel Edward Finer dalam bukunya Comparative Goverment, menyatakan bahwa 
istilah goverment paling sedikit mempunyai empat arti yang menunjukan; (1) Kegiatan atau 
proses memerintah yaitu melaksanakan control/pengwasan atau pihak lain, (2) Masalah-
masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai, (3) Orang-orang 
(maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah, dan (4) Cara metode atau 
sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah. 
Dari pengertian diatas, Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti 
luas dan pemerintahan dalam arti sempit. S. Pamudji dalam bukunya: kepemimpinan 
pemerintahan di Indonesia mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai perbuatan 
memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional) 
Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan memerintah yang 
dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. 
Istilah eksekutif dari pendapat diatas dilihat dari konotasi politik yaitu suatu cabang 
pemerintahan dalam arti luas, sementara dalam arti administrasi, eksekutif adalah orang yang 
bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan menjadi perantara mengalir perintah-perintah 
dan kebijakan dari administrator kepada para pegawai. 
 
2. Konsep Bantuan Dana Duka 
 Bantuan Dana Duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa 
uang yang diberikan kepada ahli waris yang berduka di Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 
sebagai wujud kepedulian bagi Masyarakat yang mengalami dukacita. 
 Komitmen untuk memberikan perhatian bagi seluruh rakyat di Kabupaten Minahasa 
Tenggara, khususnya bagi masyarakat yang berduka dibuktikan Bupati Minahasa Tenggara 
James Sumendap dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Jesaya Legi, dengan menyalurkan dana 
duka sebesar Rp. 7,000,000 setiap kejadian peristiwa kematian bagi masyarakat di Kabupaten 
Minahasa Tenggara. 
 Kebijakan pro rakyat yang satu-satunya di Indonesia ini, secara langsung telah 
memberikan dampak besar terhadap peradaban sosial kemasyarakatan di Minahasa Tenggara. 
Sampai akhir triwulan pertama, sebanyak 263 kepala keluarga di Kabupaten Minahasa Tenggara 
telah mendapatkan sentuhan langsung dari kebijakan pro rakyat tersebut, dengan nilai anggaran 
dana duka mencapai Rp.1.841.000.000. 
 Semenjak program digulirkan pada tahun 2017, jumlah dana yang digelontorkan 
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mencapai Rp. 15, 9 miliar.  
Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 
dalam Pola penyaluran pun tidak harus menunggu lama, dengan proses pelaporan yang 
terkoordinasi dari desa, kecamatan, sampai ke kabupaten, keluarga yang berduka bisa dengan 
cepat mendapatkan bantuan sosial dana duka tersebut, dengan menunggu 2-5 hari uang sudah 
masuk ke rekening ahli waris tapi sesuai dengan yang sudah memenuhi persyaratan umum. 
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 Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah 
terlaksana dengan baik mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan, dan juga dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.  
 Bagi masyarakat atau ahli waris sendiri yang sudah menerima uang dana duka tersebut 
sebesar 7,000,000 langsung dari Bendahara umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Minahasa Tenggara ke rekening ahli waris tanpa potongan apapun diterima secara non tunai 
ke rekening ahli waris. Sebagai bentuk rasa terimakasih dari keluarga, ahli waris yang sudah 
dibantu oleh pihak pemerintah desa akan memberikan partisipasi bagi pihak yang sudah 
membantu dalam menguruskan berkas-berkas dari ahli waris sebagai bentuk rasa terima kasih 




 Penelitian ini menggunakan pendekatan desktriptif  kualitatif (Juliansyah Noor, 2012), 
yang mengkaji implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya 
di Kecamatan Tombatu, terkait dengan pemberian bantuan dana duka. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informan, dan  dokumentasi. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian 




Berikut adalah pembahasan dari hasil penelitian yang di dapat baik dari wawancara, 
observasi maupun data-data pendukung lainnya. 
a. Penyusunan Agenda 
Berdasarkan hasil penelitian penyusunan agenda, pada Badan Keuangan Daerah bahwa 
proses dalam tahapan penyusunan agenda sesuai dengan skala prioritas dan sesuai dengan 
rencana strategis, yang kemudian dijabarkan kembali dalam rencana kerja yang memuat 
prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Dengan 
peneliti ketahui dari wawancara dan observasi, penyusunan agenda sejalan dengan program 
unnggulan dari Bupati Minahasa Tenggara dalam pemberian bantuan dana duka bagi 
masyarakat. Terkait dengan penelitian peneliti tentang kebijakan pemerintah dalam pemberian 
bantuan dana duka di masyarakat pada realita atau kenyataannya masih kurang koordinasi baik 
Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, sampai Pemerintah Daerah  pada Kebijakan 
Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Dana Duka bagi masyarakat. 
b. Formulasi Kebijakan 
Berdasarkan hasil penelitian pada Formulasi Kebijakan oleh Badan Keuangan Daerah, 
bahwa kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengsejahterahkan 
masyarakat dalam pemberian bantuan dana duka adalah program yang sangat membantu bagi 
keluarga yang ditinggalkan. Proses formulasi atau perumusan kebijakan setelah tersusun 
rencana untuk kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan dana duka, peneliti melihat dan 
menilai bahwa dalam perumusan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah sudah baik sesuai 
dengan tahapan yang diberikan. Tapi pada realita dan kenyataannya masyarakat merasa 
dituntut untuk kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pemberian bantuan dana 
duka, karena menurut penelitian yang ada, masyarakat miskin yang tidak punya uang terpaksa 
harus meminjam uang kepada orang lain untuk biaya pemakaman dikarenakan belum juga ada 
pencairan dalam rekening ahli waris yang menunggu selama 2 (dua) bulan tapi belum ada uang 
yang masuk di rekening ahli waris. 
 
c. Adopsi / Legitimasi Kebijakan 
Berdasarkan hasil penelitian Adopsi/Legitimasi Kebijakan, pada Badan Keuangan Daerah, 
bahwa adopsi/legitimasi adalah proses tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan 
kemudian secara pasti diambil kepastian dan penetapan kebijakan. dan kebijakan yang sudah 
direncanakan disusun dalam agenda, kemudian dirumuskan dan masuk pada tahap kebijakan. 
Peneliti lihat keputusannya sudah baik sesuai prosesnya yakni dimana prosesnya dalam 
pemberian bantuan dana duka ada beberapa kali perubahan terkait Peraturan Bupati Minahasa 
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Tenggara dalam sistem pengelolaan pemberian secara tunai ke non tunai. dan yang digunakan 
sekarang sesuai beberapa kali perubahan diubah dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara 
Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 6 : 2 mengenai Pembayaran santunan kematian dilakukan secara 
Non Tunai atau transfer oleh Bendahara Bantuan Sosial kepada rekening ahli waris. 
 
d. Implementasi Kebijakan  
Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan, pada Badan Keuangan Daerah, bahwa 
kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak berdasarkan 
implementasinya, maka dari data yang didapatkan bahwa tidak ada implementasi kebijakan 
pada kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan dana duka karena terkait pembayaran 
untuk santunan kematian masyarakat Minahasa Tenggara semuanya terbayarkan setiap tahun. 
Namun pada kenyataannya yang meninggal di bulan November dan Desember sudah terhitung 
pembayaran nanti tahun depan. Masyarakat banyak yang tidak tau kenapa sampai pembayaran 
harus ditunda tahun depan karena tidak ada pemberitahuan langsung dan penjelasan dari 
pemerintah setempat. 
 
e. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan 
Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan, pada Badan Keuangan Daerah, bahwa 
Evaluasi Kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian 
kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Penilaian/Evaluasi yang 
dilakukan oleh Pemerintah yakni dengan cara meninjau langsung dan melihat  bukti fisik baik 
itu keperluan dalam pembangunan, pembuatan pekuburan serta data dan dokumentasi dari 
desa yang dimasukan ke Badan Keuangan Daerah. Terkiat hal ini dapat dikatakan bahwa dalam 




a. Dari tahapan penyusunan agenda sudah cukup baik sesuai dengan proses yang ada. 
b. Pada tahapan formulasi kebijakan terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Minahasa 
Tenggara dalam pemberian bantuan dana duka sudah  baik sesuai dengan tahapan yang 
diberikan. 
c. Pada tahapan adopsi/legitimasi kebijakan  
d. Dari tahapan implementasi kebijakan, badan keuangan daerah suah cukup baik sesuai 
dengan prosesnya. 
e. Penilaian dan evaluasi kebijakan dari pemerintah sudah berjalan dengan baik. 
f. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat membantu terhadap masyarakat yang ada di 
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